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Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani
Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi

rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali
Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaini wa sallam.” Maka Usamah pun
berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si
wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian
bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhutbah, “Wahai manusia,
sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang
mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak
dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka
menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad
mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’ (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no.
1688).

Sumber: https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-
sallam.html



https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html
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Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-
‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Inilah keadilan”. Inilah
penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa
nafsu. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah bintt Muhammad
mencuri —dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab
dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena
Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga- maka

rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong
tangannya.”

Sumber: https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-
rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.htmi



https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html
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Kemudian Syailkh Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin rahimahullah melanjutkan, "Demikianlah, wajib atas
pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam
menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun
karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat
(kabilah/sukunya), atau sebab lainnya” (Syarh Riyadhus

Shalihin, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah).

Sumber: https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-
rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html



https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html
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HAM di Indonesia
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Arah Penegakan Hukum Dalam Visi-Misi Ir. H. Joko
Widodo — Prof. Dr. Ma’ruf Amin

VISI

Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong

Peningkatan kualitas manusia Indonesia

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan
berdaya saing

Pembangunan yang merata dan berkeadilan
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

Kemajuan budaya yang mencerminkan
kepribadian bangsa

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya

Perlindungan bagi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara

Pengelolaan pemerintahan vyang bersih,
efektif, dan terpercaya

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka
negara kesatuan




Kisah Kanda JURKANI

* Melawan lllegal Mining
* Dibacok, akhirnya tewas

* Di wilayah kaya tambang

* Sehari setelah kedatangan Presiden Jokowi meresmikan pabrik
biodiesel

* Atas grup usaha yang sedang disidik KPK
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Parameter Penegakan Hukum
Indonesia Pada Hari Ini
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KEPASTIAN HUKUM BERBANDING

LURUS DENGAN KEPERCAYAAN
INVESTOR

PERINGKAT KEPASTIAN HUKUM SKOR KELAYAKAN INVESTASI

SINGAPURA 12 98

MALAYSIA 47 76

INDONESIA 59 60
SUMBER: WORLD JUSTICE PROJECT 2020 SUMBER: S&P 2020

Peringkat kelayakan investasi yang rendah mengakibatkan perlambatan pembangunan kesejahteraan

daerah. Aspek ini yang juga harus menjadi pertimbangan DPD Rl dalam penyusunan kebijakan legislasi.

10 —

denny@dennyindrayana.com



IN [ TE
GRI| TY

3 -
---___.__.—-—-.-- T ,: A - - 3

. === Y (/!‘ll\xm‘\\\“(\\\\\\“\ \\\\\\ \\:\\

= r‘#'&w\‘q\‘\\ AN
k \Q -\\\

A7 e LRI 3 BRI N
Z ,%%ﬂﬂ«//f/mmm ST L f'fﬁ@‘f}é&‘r'?‘*r?r%ﬂ{? H u?( Qi@ \\“\\Qx\‘&l\l\.\ AR NN




INDEKS PERSEPSI KORUPSI

SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020

Score

denny@dennyindrayana.com

Country Rank

Indonesia 88

Indonesia 96

I m.
|
m.

2015

2016 ‘

Indonesia 9p 2017 f

Indonesia 89 2018 :

Indonesia 85 2019 ‘
Indonesia 102 2020
TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

obal coalition against corruption
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Pembunuhan KPK Secara

Terstruktur

Komisi Pemberantasan Korupsi E'@ :

Corruption Eradication Commission
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Available on: https://www.integritylaw.id/buku/
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Pembunuhan KPK Secara
Terstruktur
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Revisi UU KPK

Krisis Etika Pimpinan KPK —p 2 Komisioner KPK melakukan pelanggaran etika

. _ _ _ e Memberhentikan Novel Baswedan, dkk melalui TWK
WLV LC PRS- CEEENINEICE —> < Temuan maladministrasi oleh ORI terhadap TWK

 Temuan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM

Penurunan kine;j.aKpl)DT(nanganan kasus —p Grafik terendah dalam lima tahun terakhir
|

Paling rendah diantara  Kepolisian,

Jatuhnya kepercayaan publik terhadap KPK e )
ya Kepereayasn p k Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung

14 m—
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Melalui Revisi UU KPK, terjadi

IF
SALINAN |
FRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
=

Pembunuhan KPK secara Sistematis

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Home Tentang KPK ~ Berita~ Publikasi~ Statistik - Layanan Publik~ Penge

KPK Identifikasi 26 Poin yang Berisiko Melemahkan di RUU KPK

Ir
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2019
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
TJAHJO KUMOLO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBARAN NEGARA REFUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
puti Bidang Hukum dan

AR dang-undangan,

=

Siaran Pers

Home / News / Nasional

Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan
KPK

Kompas.com - 25/09/2019, 10:38 WIB

* 26 Pelemahan KPK di dalam UU 19/2009

* Presiden berdiri di dua kaki, tidak menandatangani
UU 19/2019 padahal ikut  andil  dalam
persekongkolan jahat

15 w—
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Krisis Etika Pimpinan KPK
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2 Pimpinan KPK Melanggar Kode Etik

=

Langgar Kode Etik!

Tim detikcom - detikNews

=

Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri

=

F

Tercoreng! Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Langgar Kode Etik

30 August 2021 12:55

=

=1

denny@dennyindrayana.com
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Menyingkirkan Pegawai KPK yang

Berintegritas

Melalui Tes Wawasan Kebangsaan, 51
pegawai KPK diberhentikan. Awalnya
berjumlah 75, 24 diantaranya dinilai masih
bisa dibina;

Diantaranya Novel Baswedan, Giri
Suprapdiono, Sujanarko dan Harun Al
Rasyid;

Ombudsman Republik Indonesia
menemukan pelanggaran dalam TWK;
Komnas HAM menilai pemberhentian
pegawai KPK merupakan pelanggaran
HAM

= News > Nasi

2021

Selasa 01 Jun 2021 13:24 WIB

51 Pegawai KPK Diberhentikan per 1 November

NASTONAL

KPK

mengusut kasus besar yang melibatkan elite partai politik.

Dugaan Persekongkolan Menyingkirkan Pegawai

Sejumlah pemimpin lembaga negara diduga berada di balik penggusuran 75 pegawai KPK. Sebagian pegawai merupakan penyidik yang tengah

Novel Baswedan: Ada Agenda Singkirkan Pegawai KPK
yang Baik

denny@dennyindrayana.com
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]~
PENURUNAN KINERJA KPK

Grafik Penanganan Perkara

oL v L2 [aiz
Penyelidikan 96 --

Penyidikan 99 121 199

Penuntutan 76 103 151 --

Diolah dari https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik

m Tingkat Kepercayaan Publik

Kepolisian 86,2%

Mahkamah Agung  85,9%
Kejaksaan Agung 82,2%

Survei Cyrus Network, (tanggal dan tahun) diperoleh dari kompas.com

18 —
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OLIGARKI DI INDONESIA

EHE

. The crony-capitalism index

Billionaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016

M Crony sectors Non-crony sectors
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
. —_ - Russia
ia NN
Sistem Politik yang Koruptif  Malays
ilippines I EEGEG———
H Singapore NG
* Pendanaan Politik . ———
Mexico
* Penda Naan Ka m pa nye ”d%‘fia : Where the living is easy
| ndi: . Rent-seeking sectors included in the
Taiwan N index
. o . 5 China* ING—_—_—— + Casinos
Bisnis yang kolutif antara Pemerintah Thailand M- + Coal palm oil and timber
South Africa I . gEFe“?e I -
itain N + Deposit-taking banking and investment banking
dengan Pengusaha Bg::;; [ * infrastructure and pipelines
United States N * Qil, gas, chemicals and other energy
. * Ports, airports
Argentina = * Real estate and construction
France « Steel, other metals, mining and commodities
. hJKapan : + Utilities and telecoms services
outh Korea
Poland W
Germany 1

*Includes territories.
Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (http://econ.st/242Xocy).

2] w—
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The Real
Power

Holders




Oligarch

CONFLICT
of
INTEREST

Indonesia has one of the highest E
concentrations of wealth

Share of total wealth held by richest 1 percent of households (percent)

Russia 66.2
Thailand 50.5
indonesia | NG 5 0.3
India 49.0
Brazil 45.7
South Africa 40.1
United States 38.4
China 37.2
Korea 33.9
Mexico 33.7
Taiwan 32.7
Switzerland 30.9
Sweden 308
Denmark 29.3
Morway Z28.9
Singapore 28.6
Germany 28.1
Greece 26.7
United Kingdom 23.3
Netherlands 22.7

214 own an estimated 77% of all

Australia 211
g 179 the country’s wealth

Belgium 17.3

The richest 10% of Indonesians

23 =—
Source: World Bank, Indonesia's Rising Divide, December 2015.
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4| Proyeksi Penegakan Hukum dan
HAM di Masa Depan
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Konstitusi Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia o [

® Diatur di dalam Bab Tersendiri,
yakni Bab XA (Pasal 28A — Pasal 28J)

®Juga tersebar di pasal lain dalam
UUD 1945, seperti:

e Pasal 27 (Pekerjaan yang layak)
e Pasal 31 (Pendidikan)

® Dipertegas di dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

denny@dennyindrayana.com



| |
Kebebasan Berpendapat: Mengkhawatirkan 53

NEWS - 19 Agustus 2021 0:01 - waktu baca 2 menit
Jual Kaus Bergambar Mural Jokowi '404:
Not Found', Pria di Tuban Diciduk Polisi

Mural-mural Kritik Dihapus, Seniman Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat
Jalanan Belum Merdeka Berekspresi Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir

Isfari Hikmat - detikNews

* Index Demokrasi Indonesia sebesar 6,3

* Index Demokrasi Indonesia menempati peringkat
64

* Indonesia  tergolong flawed democracy,
mendekati hybrid regime

Pemkot Blitar Hapus Mural Berisi Kritikan

Erliana Riady - detikNews

Pembuat Mural Mengaku Takut UU ITE,
Akhirnya Pilih Gambar Tembok

27 v—



ANCAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN
KEBEBASAN PERS MAKIN NYATA

28 =—
denny@dennyindrayana.com
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Janji Jokowi

Dalam Penuntacan

Kasus Munir "

Tahun 2016, Presiden Joko

Zz =
Widodo (Jokowi) berjanji ”
untuk menuntaskan >

kasus-kasus masa lalu yang
belum terselesaikan misalnya
kasus pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) terhadap
pejuang HAM Munir Said
Thalib.

Faktanya, hingga kini aktor
intelektual pembunuhan
Munir belum juga terungkap.
Dan tahun 2022 kasus Munir
akan terancam daluwarsa.

LS

)

Masih Ingat?

17 tahun pefnbunuhan
Munir Said Thalib

1965 - 2004

BEEME NEWS | INDONESIA

“Pekerjaan Rumah” Pelanggaran HAM yang Belum Tuntas (Il)

Janji Jokowi
Dalam Penuntascan

Kasus Novel

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
berjanji untuk menuntaskan kasus
penyiraman air keras Novel Baswedan.
Berkali-kali ia mengatakan itu, sembari
memberikan tenggat waktu bagi
kepolisian untuk menyelediki kasus ini.

raktanya, hingga kini aktor intelektual
penyiraman air keras Novel Baswedan
belum juga terungkap. Dan kini Novel
Baswedan disingkirkan lewat TWK.

FJavwaPos. cormnm

Kommnas HAM Temukan 11
Pelanssaram HAM dalam
Asesmen TWK Pesawai
KPK

NASIONAL

@ -~

o= i
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5| Solusi Bagi Persoalan Hukum,
HAM, dan Pemberantasan Korupsi
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Next Amendments: FJIL¢3) PPHN OiE
Atau Periode Ke-3 Presiden

Next Amandements

Penguatan Bikameral: DPD.

Bukan hal tabu

Penguatan Perlindungan HAM: LIVING Constitution
Constitutional Complaint di MK.

Penguatan Rule of Law.

denny@dennyindrayana.com
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Rule of Law — Penguatan Independent Agencies

*Pemilu yang Free and fair: KPU.

*Menguatkan Good Governance: KPK

*Menguatkan Kebebasan Pers: Komisi Pers Indonesia.
*Menguatkan Perlindungan HAM: Komnas HAM.

*Menguatkan Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan
Merdeka: Komisi Yudisial.




What

Next?
Solusi

Putus hubungan kolutif penguasa
dan pengusaha

Penguasa harus lebih independen
dari kepentingan bisnis

Penegakan hukum harus lebih tegas

Mafia hukum harus diberantas

KPK harus diperkuat, bukan
diperlemah, apalagi dimatikan

33 m—
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Kemudian Syailkh Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin rahimahullah melanjutkan, "Demikianlah, wajib atas
pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam
menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun
karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat
(kabilah/sukunya), atau sebab lainnya” (Syarh Riyadhus

Shalihin, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah).

Sumber: https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-
rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html



https://muslim.or.id/23872-penegakkan-hukum-di-masa-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html
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